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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Praktek kerja magang dilaksanakan di PT. Indolakto Factory Jakarta, yang 

berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km 26,6 Jakarta Timur. Penempatan praktek kerja 

magang di PT. Indolakto yaitu di divisi pajak, sebagai staf pajak. Pelaksanaan 

kegiatan program kerja magang dikoordinir oleh Ibu Rahmi Meliza sebagai Tax Audit 

Supervisor yang menangani proses pemeriksaan pajak PT. Indolakto atas tahun pajak 

2013. Kerja sama yang terjalin antar seluruh rekan-rekan pegawai yang berada pada 

divisi pajak PT. Indolakto sangat membantu dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan selama kerja magang ini berlangsung.  

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dilakukan selama kegiatan kerja magang di PT.Indolakto yaitu: 

1. Melengkapi Catatan PPN 

Melengkapi catatan PPN adalah kegiatan melengkapi catatan PPN perusahaan dengan 

cara menambahkan informasi atas catatan PPN perusahaan berdasarkan dokumen 

SPT PPN asli yang dimiliki perusahaan. Melengkapi catatan PPN bertujuan 

menyiapkan bukti pemeriksaan atas SPT PPN dan melengkapi catatan atas PPN 

tersebut. Dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan melengkapi cacatan 
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PPN yaitu catatan atas PPN perusahan dan SPT PPN asli. Prosedur melakukan 

kegiatan melengkapi catatan PPN yaitu: 

a. Menerima catatan PPN perusahaan dalam bentuk soft copy dari pembimbing           

lapangan; 

b. Menerima dokumen SPT PPN perusahaan dari staf pajak; 

c. Melakukan penyusunan SPT PPN asli perusahaan per bulan; 

d. Melengkapi catatan atas PPN berdasarkan dokumen SPT PPN asli perusahaan 

ditambahkan data berupa Nomor dan Tangal Invoice, Nomor dan Tangal Bukti 

Penerimaan Barang, Nomor dan Tangal Bukti Penyerahan serta Keterangan. 

 

2. Pengisian Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas PPh pasal 23 

KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak 

mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti 

yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan 

dengan pelaksanaan pemeriksaan. Pengisian KKP atas pemotongan PPh pasal 23 

dilakukan untuk memenuhi kewajiban perusahaan dalam proses pemeriksaan pajak 

atas pemotongan pajak penghasilan PPh 23 oleh perusahaan. Pengisian KKP 

dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Dokumen yang digunakan yaitu 

dokumen KKP, SSP PPh Pasal 23, SPT PPh pasal 23, dan Bukti Pemotongan PPh 

pasal 23. Prosedur pengisian kertas kerja pemeriksaan atas PPh pasal 23 yaitu: 

a. Menerima format kertas kerja pemeriksaan dalam bentuk soft copy dari 

pembimbing lapangan; 
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b. Menerima dokumen SSP PPh Pasal 23, SPT PPh pasal 23, dan Bukti Pemotongan 

PPh pasal 23 dari staf pajak; 

c. Mengisi data Bukti Pemotongan PPh pasal 23 ke dalam Kertas Kerja 

Pemeriksaan; 

d. Mengisi data rincian penghitungan data SPT Masa PPh pasal 23 ke dalam Kertas 

Kerja Pemeriksaan; 

e. Mengisi data total penghitungan SSP PPh pasal 23 ke dalam Kertas Kerja 

Pemeriksaan. 

 

3. Pengisian Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas PPh Final pasal 4 ayat (2) 

Pengisian KKP atas pemotongan PPh Final pasal 4 ayat (2) dilakukan untuk 

memenuhi kewajiban perusahaan dalam proses pemeriksaan pajak yang sedang 

berlangsung atas pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan 

menurut SPT Masa asli perusahaan. Dokumen yang digunakan yaitu dokumen KKP, 

SSP PPh Final pasal 4 ayat (2), SPT PPh Final pasal 4 ayat (2), dan Bukti 

Pemotongan PPh Final pasal 4 ayat (2). Prosedur pengisian kertas kerja pemeriksaan 

atas PPh Final pasal 4 ayat (2) yaitu: 

a. Menerima format KKP dalam bentuk soft copy dari pembimbing lapangan; 

b. Menerima dokumen SSP PPh Final pasal 4 ayat (2), SPT PPh Final pasal 4 ayat 

(2), dan Bukti Pemotongan PPh Final pasal 4 ayat (2) dari staf pajak; 

c. Mengisi data Bukti Pemotongan PPh Final pasal 4 ayat (2), ke dalam Kertas Kerja 

Pemeriksaan; 
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d. Mengisi data rincian penghitungan data SPT Masa PPh Final pasal 4 ayat (2), ke 

dalam KKP; 

e. Mengisi data total penghitungan SSP PPh Final pasal 4 ayat (2), ke dalam KKP. 

 

4. Pengisian Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas PPh pasal 26 

Pengisian KKP atas pemotongan PPh pasal 26 dilakukan untuk memenuhi kewajiban 

perusahaan dalam proses pemeriksaan pajak yang sedang berlangsung, khususnya 

pemeriksaan atas pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan 

menurut SPT Masa asli perusahaan. Dokumen yang digunakan yaitu KKP, SSP PPh 

pasal 26, SPT Masa PPh pasal 26, dan Bukti Pemotongan PPh pasal 26. Prosedur 

pengisian kertas kerja pemeriksaan atas PPh pasal 26 yaitu: 

a. Menerima format KKP dalam bentuk soft copy dari pembimbing lapangan; 

b. Menerima dokumen SSP PPh pasal 26, SPT PPh pasal 26, dan Bukti Pemotongan 

PPh pasal 26 dari staf pajak; 

c. Mengisi data Bukti Pemotongan PPh pasal 26 ke dalam KKP; 

d. Mengisi data rincian penghitungan data SPT Masa PPh pasal 26 ke dalam KKP; 

e. Mengisi data total penghitungan SSP PPh pasal 26, ke dalam KKP. 

 

5. Rekapitulasi SPT Masa  

Menurut Mintorogo dan Sedarmayanti (1992) rekapitulasi adalah suatu kegiatan 

meringkas data sehingga menjadi lebih berguna bentuk, susunan, sifat atau isinya 

dengan bantuan tenaga tangan atau bantuan suatu peralatan dan mengikuti rangkaian 

Penyiapan bukti..., Daniel Ambar Prasetya, FB UMN, 2014



32 
 

langkah, rumus atau pola tertentu. Rekapitulasi SPT Masa dilakukan oleh perusahaan 

untuk mempersiapkan bukti pemeriksaan. Dokumen yang digunakan dalam proses 

rekapitulasi SPT Masa yaitu dokumen SPT Masa asli dan data SPT Masa yang 

dimiliki perusahaan. Prosedur dalam melakukan Rekapitulasi SPT Masa yaitu: 

a. Menerima dokumen SPT asli yang dimiliki perusahaan dari staf pajak; 

b. Menerima soft copy data SPT Masa dari pembimbing lapangan; 

c. Mencocokkan dokumen SPT Masa asli dengan soft copy SPT Masa perusahaan; 

d. Membuat catatan SPT Masa yang telah dinyatakan cocok. 

 

6. Rekapitulasi Form Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 

Rekapitulasi form PIB yaitu kegiatan penyesuaian dokumen form PIB dari beberapa 

dokumen untuk sebagai sumber informasi. Rekapitulasi dilakukan atas permintaan 

auditor ekternal perusahaan guna melakukan audit atas pelaporan kinerja keuangan. 

Dokumen yang digunakan dalam rekapitulasi form PIB yaitu dokumen PIB atau 

dokumen Pemberitahuan Barang Khusus (PIBK), Surat Setoran Pabeab Cukai dan 

Pajak (SSPCP), Bukti Penerimaan Negara serta data Prepaid Tax PPh 22 dari 

General Ledger dalam bentuk soft copy. Prosedur yang dilakukan dalam 

melakukan rekapitulasi form PIB yaitu: 

a. Menerima dokumen Pemberitahuan Impor Barang asli dari staf pajak; 

b. Menerima data Prepaid Tax PPh 22 dari General Ledger dalam bentuk soft 

copy dari pembimbing lapangan; 
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c. Memeriksa kelengkapan dokumen PIB asli dengan data dari GL atas Prepaid 

Tax PPh pasal 22; 

d. Merekap dokumen PIB yang sesuai dengan General Ledger Prepaid Tax PPh 22. 

 

7. Penarikan dan Perapihan Data Profit/Loss dari General Ledger 

Penarikan data Profit/Loss dari General Ledger yaitu pengunduhan data Profit/Loss 

General Ledger perusahaan menggunakan program SAP yang dilakukan untuk 

memenuhi permintaan pemeriksa pajak terkait pemeriksaan pajak terhadap 

PT.Indolakto terkait masa pajak 2013. Dokumen yang dibutuhkan dalam proses 

penarikan dan perapihan data Profit/Loss dari General Ledger yaitu daftar akun 

terkait Profit/Loss dari General Ledger. Prosedur yang dilakukan dalam proses 

penarikan dan perapihan data Profit/Loss dari General Ledger yaitu: 

a. Menerima soft copy daftar akun terkait Profit/Loss dari General Ledger, dari 

pembimbing lapangan; 

b. Mengakses melalui SAP sesuai tcode yang berkaitan dengan data Profit/Loss  dari 

General Ledger; 

c. Merapihkan data yang telah diunduh dengan Microsoft Excel.  

 

8. Rekonsiliasi PPN Keluaran 

Rokonsiliasi PPN Keluaran yaitu proses pencocokan data transaksi keuangan yang 

diproses dengan beberapa sistem/subsistem berbeda berdasarkan dokumen sumber 

yang sama yaitu atas data PPN Keluaran. Dokumen yang digunakan dalam 
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rekonsiliasi pajak keluaran yaitu Pajak Keluaran yang berasal dari General Ledger 

perusahaan dan SPT PPN Keluaran. Prosedur dalam rekonsiliasi PPN keluaran yaitu: 

a. Menerima data PPN keluaran yang berasal dari General Ledger dari pembimbing 

lapangan; 

b. Menerima data SPT PPN keluaran dari pembimbing lapangan; 

c. Melakukan sortir jumlah data sesuai vendor dari data catatan Pajak Keluaran 

dari General Ledger. 

d. Mencari selisih dari subtotal pajak masing-masing vendor antara yang tercatat di 

SPT PPN Keluaran dan General Ledger. 

e. Mencatat penyebab perbedaan  profit/loss dari GL dengan SPT PPN Keluaran. 

 

9. Rekapitulasi form Pmberitahuan Ekspor Barang (PEB) 

Rekapitulasi form PEB dilakukan untuk mencatat informasi penting yang 

berhubungan dengan kegiatan ekspor yang dilakukan perusahaan. Rekapitulasi 

form PEB menggunakan dokumen PEB atau Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu 

(PEBT) serta bukti penerimaan negara. Rekapitulasi PEB dilakukan dengan 

berdasarkan Nama Penjual, Nomor dan Tanggal PEB, Nomor dan Tanggal Invoice, 

Nama Barang, Kuantitas barang, FOB, Freight, Insurance, Kurs, Nomor dan Tanggal 

BL/AWB, Pengangkut, Tujuan. Prosedur melakukan Rekapitulasi form PEB yaitu: 

a. Menerima soft copy catatan form PEB dari pembimbing lapangan; 

b. Menerima dokumen PEB atau PEBT serta bukti penerimaan negara dari staf 

pajak; 
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c. Memeriksa kelengkapan dokumen PEB atau PEBT; 

d. Melakukan rekapitulasi form PEB; 

 

10. Menyusun Faktur Pajak Masukan 

Untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dibuat satu faktur pajak (Waluyo, 

2011). Penerbitan faktur pajak masukan terjadi akibat pembelian yang dilakukan oleh 

pembeli BKP. Penyusunan faktur pajak masukan dilakukan untuk membantu 

pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pajak. Prosedur yang dilakukan dalam 

menyusun faktur pajak masukan yaitu: 

a. Menerima faktur pajak masukan asli dari staf pajak; 

b. Membedakan faktur pajak berdasarkan bulan; 

c. Menyusun faktur pajak sesuai tanggal terbit faktur tersebut. 

 

11. Menyusun Faktur Pajak Keluaran 

Penerbitan faktur pajak keluaran terjadi akibat penjualan yang dilakukan oleh penjual 

BKP. Penyusunan faktur pajak keluaran dilakukan untuk membantu pemeriksa pajak 

melakukan pemeriksaan pajak. Prosedur yang dilakukan dalam menyusun faktur 

pajak keluaran yaitu: 

a. Menerima faktur pajak keluaran asli dari staf pajak; 

b. Membedakan faktur pajak berdasarkan bulan; 

c. Menyusun faktur pajak sesuai tanggal terbit faktur tersebut. 
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12. Menyerahkan Bukti Pemeriksaan 

Penyerahan bukti pemeriksaan dilakukan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan 

dalam rangka memenuhi permintaan pemeriksa pajak. Penyerahan bukti pemeriksaan 

dilakukan dengan mengantarkan data dan dokumen yang berkaitan dengan 

pemeriksaan pajak kepada pemeriksa pajak. Bukti pemeriksaan pajak diserahkan 

kepada pemeriksa pajak yang berkedudukan di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Madya 

Bandung. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Selama proses kerja magang berlangsung tugas yang dilakukan terkait dengan 

penyiapan bukti pemeriksaan pajak. Dalam penyiapan bukti pemeriksaan pajak 

mahasiswa magang mengerjakan beberapa tugas terkait pemeriksaan pajak, oleh 

karena itu sub bab berikut disusun berdasarkan tugas yang dikerjanan. Dikarenakan 

data yang dikerjaan selama proses magang berlangsung bersifat rahasia maka semua 

data yang dilaporkan dalam laporan magang adalah ilustrasi atau bukan data 

sebenarnya. Berikut rincian tugas yang dikerjakan selama kerja magang: 

1. Melengkapi Catatan PPN 

Proses melengkapi catatan PPN dilakukan untuk tahun pajak 2012. Proses 

melengkapi catatan PPN diawali dengan menerima cacatan PPN perusahaan dalam 

bentuk soft copy dari pembimbing lapangan, kemudian menerima dokumen SPT PPN 

perusahaan dari staf pajak. Setelah dokumen diterima, dokumen tersebut diurutkan 
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per bulan mulai dari Januari sampai Desember. Setelah itu, catatan atas PPN 

perusahaan dilengkapi menggunakan Microsoft Excel berdasarkan dokumen SPT 

PPN asli perusahaan yang telah diurutkan. Berikut sebagian contoh hasil pelengkapan 

catatan PPN perusahaan: 

Gambar 3.1 

Hasil Pelengkapan Catatan PPN 2012 (sebagian) 

 

 
Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

Dalam Gambar 3.1 terlihat catatan yang lengkap pada No.5 kode KPP 13 

diketahui catatan PPN perusahaan atas Nama Lawan PT. ABCDEF, dengan NPWP 

44.444.444.4-444.444, Nomor Faktur 010.000.-12.00000018, Tanggal 19 Juli 2012, 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp 21,375,000 dikenakan PPN sebesar 

Rp2,137,500 ditambahkan dengan Nomor Dokumen 03591/D/03/2012, Nomor Faktur 

0120032, Tanggal Faktur 7/19/2012, Nomor Bukti Penerimaan SJ.031, Tanggal Bukti 

Peneriman 7/25/2012, Nomor Bukti Pembayaran Aplikasi Transfer Bank BCA, 

Tanggal bukti Pembayaran 8/7/2012, Keterangan Itron Turbine Meter. Hasil 

pelengkapan catatan PPN tahun 2012 selengkapnya, dapat dilihat di lampiran 6. 

 

2. Pengisian Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas PPh pasal 23 

Pengisian KKP PPh pasal 23 dilakukan atas PPh pasal 23 tahun 2013. Data yang diisi 

yaitu data yang diminta oleh pemeriksa  terkait   data   bulan    Maret,      Mei,     Juni, 
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September, Oktober, dan November. Proses pengisian KKP PPh pasal 23 dimulai 

dengan menerima format KKP dalam bentuk soft copy dari pembimbing lapangan dan 

menerima SSP PPh Pasal 23, SPT PPh pasal 23, serta Bukti Pemotongan PPh pasal 

23 dari staf pajak.  

Setelah dokumen diterima, dilakukan pengisian data Bukti Pemotongan PPh 

pasal 23 ke dalam KKP, data yang diisi yaitu Nama Perusahaan, NPWP, kode Masa, 

Tanggal Bukti Pemotongan, Nomor Dokumen, jumlah Dasar Pengenaan Pajak, Tarif 

dan besaran PPh yang dipotong. Berikut sebagian contoh KKP atas Bukti Potong PPh 

pasal 23: 

Gambar 3.2 

KKP atas Bukti Pemotongan PPh pasal 23 (sebagian) 

 

 
Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

Dalam Gambar 3.2 dapat terlihat pada No.1 terdapat data Vendor PT. AAB 

dengan NPWP 0.000.000.0-000.000 memiliki Bukti Potong pada Masa 3 (Maret), 

Tanggal 3/25/2013, Nomor 001/III/2013/TF sejumlah Rp 153.061.224 dan tarif 2 % 

telah dipotong PPh pasal 23 sebesar Rp 3.061.224.  

Kemudian dilakukan pengisian data rincian penghitungan data SPT Masa PPh 

pasal 23 ke dalam KKP, data yang diisi yaitu Tanggal Lapor SPT Masa PPh pasal 23 

per bulan, sumber Penghasilan Bruto per bulan yang digolongkan dalam beberapa 
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kategori, PPh yang Dipotong per bulan berdasarkan Penghasilan Bruto per bulan. 

Berikut sebagian contoh KKP atas SPT Masa PPh pasal 23: 

Gambar 3.3 

KKP atas SPT Masa PPh pasal 23 (sebagian) 

 

 
Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

Dalam Gambar 3.3 terlihat pada bulan Maret telah dilapor SPT Masa PPh 23 

pada tanggal 4/19/2013 dengan Jumlah Penghasilan Bruto sebesar Rp 4,429,311,135 

yang berasal dari Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

sebesar Rp 655,872,703 dari Jasa Teknik sebesar Rp 3,150,000 dari Jasa Manajemen 

sebesar Rp 567,288,147 dari Jasa Konsultasi kecuali konsultasi konstruksi yaitu 

sebesar Rp 725,071,356 dan dari Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008 sebesar 

Rp 2,477,928,929.  

Kemudian dilakukan pengisian data total penghitungan SSP PPh pasal 23 ke 

dalam KKP, data yang diisi yaitu Tanggal Setor SSP PPh pasal 23 per bulan, PPh 

yang Dipotong per bulan berdasarkan SSP PPh pasal 23. Berikut sebagian contoh 

KKP atas SSP PPh pasal 23: 
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Gambar 3.4 

KKP atas SSP PPh pasal 23 (sebagian) 

 

 
Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

Dalam Gambar 3.4 pada No.3 dapat dilihat data SSP PPh pasal 23 Masa Maret 

disetor tanggal 9 April 2013, Menurut SSP Lembar ke 1 atau ke 4 serta Menurut SSP 

Lembar ke 2 sebesar Rp97,226,223 dengan Normal tanpa Pembetulan. Hasil 

pengisian KKP atas PPh 23 selengkapnya dapat dilihat di lampiran 7. 

 

3. Pengisian Kertas Kerja Pemeriksan (KKP) atas PPh Final pasal 4 ayat (2) 

Pengisian KKP PPh Final pasal 4 ayat (2) menggunakan data pemotongan PPh tahun 

2013 yang diminta pemeriksa pajak secara sampling yaitu data bulan Maret, Mei, 

Juni, September, Oktober, dan November. Proses pengisian KKP PPh Final pasal 4 

ayat (2) dimulai dengan menerima soft copy  format KKP dari pembimbing lapangan 

dan menerima SSP PPh Final pasal 4 ayat (2), SPT PPh Final pasal 4 ayat (2), serta 

Bukti Pemotongan PPh Final pasal 4 ayat (2) dari staf pajak. Setelah itu, dilakukan 

pengisian data Bukti Pemotongan PPh Final pasal 4 ayat (2) ke dalam KKP, berupa 

data Nama Perusahaan, NPWP, kode Masa, Tanggal Bukti Pemotongan, Nomor 

Dokumen, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan PPh dipotong. Berikut sebagian contoh 

pengisian KKP atas Bukti Pemotongan PPh Final pasal 4 ayat (2):  
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Gambar 3.5  

KKP atas Bukti Pemotongan PPh Final pasal 4 ayat (2) (sebagian) 

 
Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

Dalam Gambar 3.5 pada No.1 dapat dilihat data Nama Vendor PT. AADC 

dengan NPWP 01.000.000.0-000.000 memiliki Bukti Potong atas PPh Final pasal 4 

(2) Masa Desember, Tanggal 6 Desember 2013, Nomor 001/XII/2013/TF sejumah 

Rp330,000,000 dengan tarif 10,00% telah di Potong PPh sebesar Rp33,000,000.  

Kemudian dilakukan pengisian data rincian penghitungan data SPT Masa PPh 

Final pasal 4 ayat (2) ke dalam KKP, berupa data Tanggal Lapor SPT Masa PPh Final 

pasal 4 ayat (2) per bulan, sumber Penghasilan Bruto per bulan dalam beberapa 

kategori, PPh yang Dipotong berdasarkan Penghasilan Bruto per bulan.  Berikut 

sebagian contoh hasil pengisian KKP atas SPT Masa PPh Final pasal 4 ayat (2): 

Gambar 3.6 

KKP atas SPT Masa PPh Final pasal 4 ayat 2 (sebagian) 

 

 
Sumber: dokumentasi PT Indolakto 
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Dalam Gambar 3.6 terlihat pada bulan Agustus terdapat data SPT PPh Final 

pasal 4 ayat (2) yang Penghasilan Bruto bulan tersebut terdiri dari Persewaan Tanah 

dan/atau Bangunan dengan kriteria Penyewa sebagai Pemotong Pajak sejumlah 

Rp164,372,000.  

Kemudian dilakukan pengisian data total penghitungan SSP PPh Final pasal 4 

ayat (2) ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan, data yang diisi yaitu Tanggal Setor SSP 

PPh Final pasal 4 ayat (2) per bulan, PPh yang Dipotong per bulan berdasarkan SSP 

PPh Final pasal 4 ayat (2). Berikut contoh KKP atas SSP PPh Final pasal 4 ayat (2): 

Gambar 3.7 

KKP atas SSP PPh Final pasal 4 ayat (2) 

 
Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

Dalam Gambar 3.7 pada No.11 terlihat data SSP PPh Final pasal 4 ayat (2), 

Masa Nopember, Tanggal 12/9/2013 sebesar Rp7,619,092 keterangan Normal tanpa 

Pembetulan. Hasil pengisian KKP atas PPh Final pasal 4 ayat (2) selengkapnya 

terdapat di lampiran 8. 

 

4. Pengisian Kertas Kerja Pemeriksan (KKP) atas PPh pasal 26. 

Pengisian KKP PPh pasal 26 menggunakan data yang diminta oleh pemeriksa pajak 

yang melakukan pemeriksaan secara sampling yaitu data PPh 26 tahun 2013 bulan 
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Maret, Mei, Juni, September, Oktober, dan November. Proses pengisian kertas kerja 

pemeriksaan PPh pasal 26 dimulai dengan menerima format KKP dalam bentuk soft 

copy dari pembimbing lapangan dan menerima SSP PPh pasal 26, SPT PPh pasal 26, 

serta Bukti Pemotongan PPh pasal 26 dari staf pajak. Setelah data dan dokumen 

didapat, dilakukan pengisian data Bukti Pemotongan PPh pasal 26 ke dalam KKP, 

data yang diisi yaitu Nama Perusahaan, NPWP, kode Masa, Tanggal Bukti 

Pemotongan, Nomor Dokumen, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan PPh dipotong. 

Berikut sebagian hasil pengisian KKP atas Bukti Pemotongan PPh pasal 26: 

Gambar 3.8 

KKP atas Bukti Pemotongan PPh pasal 26 

 

 
Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

Dalam Gambar 3.8 pada No.1 dapat dilihat data Wajib Pajak atas nama Abuy 

dengan NPWP 00.000.000.0-000.000 (WPLN) memiliki Bukti Pemotongan PPh 

Pasal 26 Masa Juni, Tanggal 27 Juli 2013, Nomor 01/VI/2013.PSL-26 sejumlah 

Rp616,073,001 dengan tarif 20,00% telah di Potong PPh pasal 26 sebesar 

Rp123,214,600.  

Kemudian dilakukan pengisian data rincian penghitungan data SPT Masa PPh 

pasal 26 ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan, data yang diisi yaitu Tanggal Lapor 

SPT Masa PPh pasal 26 per bulan, sumber Penghasilan Bruto per bulan yang 

digolongkan dalam beberapa kategori, PPh yang dipotong per bulan berdasarkan 
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Penghasilan Bruto per bulan. Berikut sebagian contoh hasil pengisian KKP atas SPT 

Masa PPh pasal 26: 

Gambar 3.9 

KKP atas SPT Masa PPh Pasal 26 (sebagian) 

 

 
Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

Dalam Gambar 3.9 terlihat pada bulan Juni terdapat data SPT Masa PPh pasal 

26 yang Penghasilan Bruto bulan tersebut terdiri dari Imbalan sehubungan dengan 

jasa, pekerjaan, dan kegiatan sejumlah Rp616,073,001.  

Kemudian dilakukan pengisian data total penghitungan SSP PPh pasal 26 ke 

dalam Kertas Kerja Pemeriksaan, data yang diisi yaitu Tanggal Setor SSP PPh pasal 

26 per bulan, PPh yang dipotong per bulan berdasarkan SSP PPh pasal 26. Berikut 

sebagian contoh hasil pengisian KKP atas SSP PPh pasal 26: 

Gambar 3.10 

KKP atas SSP PPh pasal 26 
 

 
Sumber: dokumentasi PT Indolakto 
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Dalam Gambar 3.10 pada No.6 dapat terlihat data SSP PPh pasal 26, Masa 

Juni, sebesar Rp616,073,001 dengan keterangan Normal tanpa Pembetulan.  Hasil 

pengisian KKP atas PPh pasal 26 selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9. 

 

5. Rekapitulasi SPT Masa 

Rekapitulasi SPT Masa dilakukan terhadap SPT Masa tahun 2013. Proses rekapitulasi 

SPT Masa tahun 2013 dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel. Proses 

rekapitulasi SPT Masa dimulai dengan menerima data SPT asli yang dimiliki 

perusahaan dari staf pajak dan menerima soft copy data SPT Masa dari pembimbing 

lapangan. Setelah dokumen didapatkan, dilakukan pencocokan dokumen SPT Masa 

asli dengan data SPT Masa perusahaan. Dokumen telah cocok, diberi keterangan 

tambahan dengan menyertakan Business Unit asal SPT Masa tersebut muncul. 

Berikut sebagian contoh data SPT Masa perusahaan yang telah cocok dengan SPT 

Masa asli: 

Gambar 3.11 

SPT Masa yang Telah Cocok (sebagian) 

 

 
Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

Dalam Gambar 3.11 pada kolom yang ditandai terdapat data SPT Masa 

dengan kode B1121 atas Nama Lawan Transaksi Bank BCA dengan Nomor 

Faktur/Dokumen 070000-001457-20130524-000087 tertanggal 15 Juni 2013, Masa 

Pajak  606,  Tahun  Pajak 2013,  Dasar  Pengenaan  Pajak sejumlah Rp2,661,950,000, 
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dikenakan PPN sebesar Rp266,195,000 tanpa PPn BM dengan Keterangan bahwa 

data berasal dari Business Unit Purwosari. 

Setelah dokumen SPT Masa asli telah cocok dengan data SPT Masa 

perusahaan, dibuat catatan SPT Masa yang dinyatakan cocok tersebut dengan 

mencatat Business Unit asal SPT Masa beserta dengan data jumlah pajak per 

dokumen, nomor dokumen dan bulan terlapornya SPT Masa. Berikut sebagian contoh 

rekapitulasi SPT Masa 2013: 

Gambar 3.12 

Rekapitulasi SPT Masa 2013 

 

 
Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

Dalam Gambar 3.12 terlihat data SPT Masa 2013 berasal dari Business Unit 

Purwosari sebesar Rp266,195,000 dengan Nomor Faktur/Dokumen 070000-001457-

20130524-000087 pada bulan Juni 2013. Dokumen hasil rekapitulasi SPT Masa 2013 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 10. 

 

6. Rekapitulasi Form Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 

Rekapitulasi Form PIB dilakukan untuk tahun pajak 2014. Rekap dilakukan dengan 

mencatat Nomor Dokumen, Tanggal Pembayaran, Nomor Transaksi Penerimaan 

Negara (NTPN), dan tanggal Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak  (SSPCP). 

Proses rekapitulasi form PIB diawali dengan menerima dokumen Pemberitahuan 

Impor Barang asli dari staf pajak dan menerima data Prepaid Tax PPh 

Penyiapan bukti..., Daniel Ambar Prasetya, FB UMN, 2014



47 
 

22 dari General Ledger dalam bentuk soft copy dari pembimbing lapangan. Setelah 

semua dokumen didapatkan, dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen PIB asli 

dengan data dari GL atas Prepaid Tax PPh pasal 22. Kelengkapan dokumen diperiksa 

dengan memeriksa keberadaan PIB asli per Nomor PIB atas data Prepaid Tax PPh 22 

dari GL. Berikut contoh hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen PIB: 

Gambar 3.13 

Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen PIB (sebagian) 

 
Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

Dalam Gambar 3.13 dapat diketahui data Prepaid Tax PPh pasal 22 dengan 

nomor akun 11712001, business area 2502, periode 4, assignment BCA, tanggal 

dokumen 4/8/2014, tanggal catat 4/8/2014, nomor dokumen 100628432, sejumlah 

Rp7,810,000, terdapat pada PIB dengan nomor 002321. 

Setelah itu dilakukan rekapitulasi dokumen Pemberitahuan Impor Barang asli 

yang dicocokkan dengan data General Ledger Prepaid Tax PPh 22 yang telah cocok. 

Data yang direkap yaitu data Nomor Pengajuan, Nomor dan Tanggal Invoice, Nomor 

dan Tanggal, Nomor dan Tanggal L/C, Nomor dan Tanggal BL/AWB, Negara Asal 

Barang, Uraian Barang, Kuantitas Barang, FOB, Freight, Insurance, Nilai CIF dalam 

Valuta Asing, Nilai Kurs, Nilai CIF, Nilai CIF dalam Rupiah, Tarif & Fasilitas, Total 

atau Jumlah, NTPN, SPT Masa, Tanggal SSP, Bank atau Kantor Pembayaran 

Pajak. Berikut sebagian contoh hasil rekapitulasi Form PIB: 
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Gambar 3.14 

Hasil Rekapitulasi Form PIB (sebagian) 

 

 
Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

Dalam Gambar 3.14 pada bagian yang ditandai terdapat data PIB Tahun 2014, 

kode GL 4, Nomer PIB 000000-000402-20140403-002321 Tanggal PIB 8 April 

2014, Nomor Invoice 109967, Tanggal Invoice 27 Maret 2014, Nomer BL HAM 

053426/232-5976 0853, Negara Asal Germany, Pemasok Rieckerman GMBR 

Moenckeber GS Trassee 10, Pesanan Pinion T20, Slipring Seal, dengan Kuantitas 

342,00 KG. Dokumen hasil rekapitulasi Form PIB dapat dilihat pada lampiran 11. 

 

7. Penarikan dan Perapihan Data Profit/Loss dari General Ledger 

Data yang ditarik sesuai keperluan penyiapan bukti pemeriksaan yaitu data Proses 

penarikan dan perapihan data Profit/Loss dari General Ledger tahun 2010 sampai 

2013 menggunakan SAP dan Microsoft Excel. Proses penarikan dan perapihan 

Profit/Loss dari General Ledger, dimulai dengan menerima soft copy daftar akun 

terkait  Profit/Loss dari General Ledger dari pembimbing lapangan. Berikut sebagian 

contoh daftar akun terkait  Profit/Loss dari General Ledger:  
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Gambar 3.15 

Akun Profit/Loss 

 

 
Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

 

Dalam Gambar 3.15 terdapat data kode akun Profit/Loss dari Busines Unit 

2502 berkode akun 41111001 yang datanya bernama 41111001 General – Domestic 

Sales – Gross.  

Setelah itu, dilakukan pengaksesan data Profit/Loss melalui SAP dengan cara 

membuka tcode yang berkaitan dengan general ledger. Tcode yang dipergunakan 

untuk mengakses data yaitu fs10n untuk akun-akun Profit/Loss terkait operational 

dan yf44 untuk akun-akun Profit/Loss terkait overhead yang kemudian diunduh. 

Dalam mengakses data SAP digunakan akun otorisasi SAP pembimbing lapangan. 

Berikut sebagian contoh penarikan data General Ledger: 

Gambar 3.16 

Penarikan Data General Ledger (sebagian) 

 

 
Sumber: dokumentasi PT Indolakto 
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Dalam Gambar 3.16 terdapat data General Ledger atas Bank Account dengan 

kode perusahaan US00, G/L account 100000. Setelah penarikan dan perapihan selesai 

dilakukan, hasil penarikan dan perapihan dikumpulkan kepada pembimbing lapangan. 

Beriku contoh hasil penarikan dan perapihan data Profit/Loss: 

Gambar 3.17 

Hasil Penarikan dan Perapihan data Profit/Loss 

 

 

Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

Dalam Gambar 3.17 terlihat data Account 100000, Type DZ, Assignment 

20100423, Doc.Date 23 April 2010, Amount in local currency 15,000,00, Local 

Currency USD. Dokumen hasil penarikan dan perapihan data  Profit/Loss  dari dapat 

dilihat pada lampiran 12. 

 

8. Rekonsiliasi PPN Keluaran 

Proses rekonsiliasi PPN dilakukan untuk data PPN keluaran bulan Juni 2013 dan 

dilakukan dengan microsoft excel. Proses rekonsiliasi diawali dengan mendapatkan 

data PPN keluaran yang berasal dari General Ledger dari pembimbing lapangan dan 

mendapatkan data SPT PPN keluaran dari pembimbing lapangan. Setelah data dan 

dokumen didapat, dilakukan sortir jumlah data sesuai vendor dalam data dari catatan 

Pajak Keluaran dari General Ledger. Sortir dilakukan menggunakan Microsoft Excel 

dengan block data, kemudian pilih menu data, kemudian pilih  subtotal. Setelah 
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subtotal didapat dilakukan pencarian selisih dari subtotal pajak masing-

masing vendor antara yang tercatat di SPT dan General Ledger. Berikut sebagian 

contoh rekonsiliasi Pajak Keluaran: 

Gambar 3.18 

Rekonsiliasi Pajak Keluaran  

 

 
Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

Dalam Gambar 3.18 diketahui terjadi perbedaan pencatatan vendor PT ZXY 

sebesar 123.759. Data tersebut diperoleh dari data GL sebesar 252.638.893 dikurangi 

data SPT sebesar 252.515.134.  

Setelah penyebab terjadinya perbedaan data profit and loss dari General 

Ledger dengan data SPT PPN keluaran ditemukan, dilakukan pencatatan penyebab 

tersebut pada hasil rekonsiliasi. Berikut sebagian contoh catatan rekonsiliasi PPN 

Keluaran: 

Gambar 3.19 

Catatan Rekonsiliasi 

 
Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

 

Dalam Gambar 3.19 diketahui terjadi perbedaan pencatatan vendor PT ZXY 

sebesar 123.759. Setelah dilakukan koordinasi penelusuran dengan pembimbing 

lapangan didapati perbedaan tersebut diakibatkan oleh selisih kurs. Hasil rekonsiliasi 

PPN Keluaran selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13. 
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9. Rekapitulasi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 

Proses rekap Form PEB dilakukan berdasarkan dokumen PEB atau Pemberitahuan 

Ekspor Barang Tertentu (PEBT) PT Indolakto tahun 2013 khususnya bisnis unit 2503 

pada bulan Februari, Maret dan Juni. Proses rekap Form PEB diawali dengan 

menerima soft copy catatan  form  PEB dari pembimbing lapangan dan menerima 

dokumen PEB atau PEBT serta bukti penerimaan negara dari staf pajak. Setelah itu 

dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen PEB yaitu Nama Penjual, Nomor dan 

Tanggal PEB, Nomor dan Tanggal Invoice, Nama Barang, Kuantitas barang, 

FOB, Freight, Insurance, Kurs, Nomor dan Tanggal BL/AWB, Pengangkut, Tujuan. 

Berikut sebagian contoh hasil rekapitulasi PEB: 

Gambar 3.20 

Hasil Rekapitulasi PEB PT Indolakto (sebagian) 

 

 
Sumber: dokumentasi PT Indolakto 

Dalam Gambar 3.20 pada No.1 terdapat data PEB dengan kode SPT 346, 

Nama Penjual PT XYZ, Nomor PEB 038946, Tanggal PEB 1/19/2013, Nomor 

Invoice 14/INV/ILS/13, Nama Barang INDOMILK SWEETENED CONDENSEND 

MILK PLAIN 385 GR, Kuantitas 2,772 KG, FOB sebesar 5,175.00 USD dengan 

Kurs 9,690 dan  Rp50,145,750.   
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Dalam proses rekapitulasi ini didapati beberapa dokumen form PEB yang 

tidak lengkap, akibat pencetakan yang kurang sempurna. Untuk mengatasi form PEB 

yang tidak lengkap mahasiswa melaporkan dan meminta kelengkapan dokumen pada 

staf terkait. Hasil rekapitulasi PEB selengkapnya dapat diliat pada lampiran 14. 

 

10. Menyusun Faktur Pajak Masukan 

Proses penyusunan faktur pajak dilakukan atas faktur pajak bulan Februari, Maret, 

Juni, September, Oktober dan November tahun 2013. Proses penyusunan faktur pajak 

masukan diawali dengan menerima faktur pajak masukan asli dari staf pajak, 

kemudian membedakan faktur pajak berdasarkan bulan dan menyusun faktur pajak 

sesuai tanggal terbit faktur tersebut. Dalam penyusunan faktur pajak masukan 

ditemukan beberapa faktur pajak yang terselip saat proses penyimpanannya dan 

tergabung kedalam urutan tahun dan bulan yang salah. Menghadapi hal tersebut 

dilakukan pencarian dan penyusunan faktur pajak terkait. Contoh faktur pajak 

masukan dapat dilihat pada lampiran 15. 

 

11. Menyusun Faktur Pajak Keluaran 

Proses penyusunan faktur pajak keluaran dilakukan atas faktur pajak bulan Februari, 

Maret, Juni, September, Oktober dan November tahun 2013. Proses penyusunan 

faktur pajak keluaran diawali dengan menerima faktur pajak masukan asli dari staf 

pajak, kemudian membedakan faktur pajak berdasarkan bulan dan menyusun faktur 
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pajak sesuai tanggal terbit faktur tersebut. Dalam proses penyusunan faktur pajak 

ditemukan faktur pajak yang terselip saat penyimpan dan tergabung kedalam urutan 

tahun dan bulan yang salah serta faktur pajak yang tidak jelas tinta pencetakannya. 

Contoh faktur pajak keluaran dapat dilihat pada lampiran 16. 

 

12. Menyerahkan Bukti Pemeriksaan 

Penyerahan bukti pemeriksaan dilakukan atas SPT Masa dan faktur pajak bulan 

Maret, Mei, Juni, Agustus, dan Desember tahun 2013. Dikarenakan kwitansi 

penyerahan bukti pemeriksaan digunakan dalam persidangan, maka contoh kwitansi 

tersebut tidak dapat ditampilkan.  

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanakan kerja magang di PT Indolakto yaitu: 

1. Terdapat catatan dalam general ledger perusahaan yang membuat data menjadi 

tidak proporsional yang berulang setiap dilakukan penarikan data dikarenakan 

proses input data yang dilakukan oleh staf akuntansi terkait. 

2. Terdapat beberapa faktur pajak yang terselip dan tersusun secara salah, karena 

data yang digunakan data tahun 2013, pencarian data terutama data fisik sulit 

dilakukan akibat penyusunan yang kurang rapih. 

3. Tinta pencetakan terkadang tidak tercetak sempurna.  
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3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul antara lain: 

1. Untuk masalah terdapat catatan dalam general ledger yang membuat data menjadi 

tidak proporsional, solusinya dibuatkan akun baru atas catatan tersebut, dan 

dilakukan koordinasi dengan staf akuntansi yang bertugas menangani general 

ledger tersebut agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. 

2. Untuk masalah faktur pajak yang terselip dan tersusun secara salah, solusinya 

yaitu pengelompokan didasarkan urutan bulan dan tahun dalam proses 

penyimpanan faktur pajak serta pelaporan dilengkapi dengan catatan untuk setiap 

penggunaan dokumen dan pengembaliannya yang digunakan untuk kegiatan 

perusahaan. 

3. Untuk masalah hasil pencetakan tidak jelas, solusinya yaitu dilakukan 

penelusuran atas dokumen pada staf terkait, serta dilakukan pencetakan ulang atau 

data dokumen ditebalkan dengan tinta pulpen. 
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